Pasal 67
Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku,
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nornor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggu-
naan Tenaga Kerja Asing (Berita Negana Repdblik In-
donesia Tahun 2013 Nomor 1565), dicabut dan din-
yatakan tidak berlaku.

Pasal €8.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakanta
pada tanggal 29 Juni 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di.Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 964

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{ BN }

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA
ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK

DENGAN PIHAK DOMESTIK
(Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/13/PBI/2015,
tanggal 25 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah;

b. bahwa dalam rangka mendukung kestabilan ni-
lai Rupiah diperlukan pasar valuta asing domes-
tik yang memiliki dayé tahan terhadap gejolak
eksternal;: |

c. bahwa perkembangan terkini kondisi pasar valuta
asing domestik menyebabkan diperlukannya ke-
bijakan untuk mewujudkan pasar valuta asing do-
mestik yang sehat, dengan tetap memenuhi ke-
butuhan masyarakat untuk mendukung aktivitas
ekonomi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan

“ Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara
Bank Dengan Pihak Domestik;

Mengingat : :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentan
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 ten-
tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

' Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang




Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
.Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik tndonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1899 tentang
Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar {Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3844).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBA-
HAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR . 16/16/PBl/2014 TENTANG TRANSAKSI
VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK
DENGAN PIHAK DOMESTIK.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank
indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi
Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan
Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Nomor 5581} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
17/6/PB1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Bank Indonesia Nomor 16/16/PBi/2014 tentang Tran-
saksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank
Dengan Pihak Domestik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 116, Tambahan Lem-
baran Negara Republik indonesia Nomor 5701} diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehmgga berbunyi seb-
agai berikut:
Pasal 4

(1) Jumlah tertentu (threshold) sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk ‘pem-
belian valuta asing terhadap Rupiah oleh Na-
sabah kepada Bank melzalui Transaksi Spot
adalah USD25,000.00 {(dua puluh lima ribu
dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per
bulan per Nasabah.

{2) Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh
Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang melebihi nilai nominal
Underlying Transaksi.

{3) Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

dalam kelipatan USD5,000.00 {(lima ribu dolar
Amerika Serikat) maka terhadap nilai nomi-
nal Underlying Transaksi dimaksud dapat di-
lakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan
USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Seri-
kat).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi seb-
agai berikut:
Pasal 6

{1} Kewajiban memiliki Underlying Transaksi un-

tuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah

~ oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi

Spot dan/atau Transaksi Derivatif di atas jum-

lah tertentu (threshold) sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 4 ayat {1) dan Pasal 5 ayat

(1) tidak berlaku untuk penyelesaian Trans-

aksi Derivatif awal yang dilakukan melalui: -

a. perpanjangan transaksi (roll over} sepan-
jang jangka waktu perpanjangan transaksi
{roll over) paling lama sama dengan jangka
waktu Underlying Transaksi awal;

b. percepatan penyelesaian transaksi (early
termination); atau

¢. pengakhiran transaksi (unwind).

{2} Kewajiban memiliki Underlying Transaksi un-
tuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah
oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi
forward atau option di atas jumlah tertentu
(threshold) sebagaimana dimaksud pada Pasal
5 ayat (2} tidak berlaku untuk penyelesaian
Transaksi Derivatif awal yang dilakukan me-
lalui:

a. perpanjangan transaksi (roll over) sepan-
jang jangka waktu perpanjangan transaksi
(rall over) paling lama sama dengan jangka

‘ waktu Underlying Transaksi awal;

‘b. percepatan penyelesaian transaksi (early
termination); atau

¢. pengakhiran transaksi {(unwind}.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi se-

bagai berikut:
Pasal 12

{1) Dalam hal Nasabah melakukan pembehan

valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank di

atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1) dan Pasal 5

ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah un-

tuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat
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dipertanggungjawabkan baik yang bersifat
final maupun berupa perkiraan; dan
b. dokumen pendukung berupa:

1. fotokopi dokumen identitas Nasabah
dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
{NPWP); dan

2. pernyataan - tertulis bermaterai cukup
yang ditandatangani oleh pihak yang ber-
wenang dari Nasabah atau pernyataan
tertulis yang authenticated dari Nasabah
yang memuat informasi mengenai:

a) keaslian dan kebenaran dokumen
Underlying Transaksi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan penggu-
naan dokumen Underlying Transaksi
untuk pembelian valuta asing ter-
hadap Rupiah paling banyak sebesar
nominal Underlying Transaksi dalam
sistem perbankan di Indonesia; dan

b} jumlah kebutuhan, tujuan penggu-
naan, dan tanggal penggunaan valuta
asing, dalam hal dokumen Underly-
ing Transaksi sebagaimana dimaksud
pada huruf a berupa perkiraan.

{2) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valu-

ta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui
transaksi forward atau option di atas jumlah
tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 ayat (2), Bank wajib memasti-
kan Nasabah menyampaikan dokumen seb-
agai berikut:

a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat
dipertanggungjawabkan, baik yang bersi-
fat final maupun berupa perkiraan; dan

b. dokumen pendukung berupa pernyataan
tertulis bermaterai cukup yang ditandatan-
gani oleh pihak yang berwenang dari Na-
sabah atau pernyataan tertulis yang au-
thenticated dari Nasabah yang memuat
informasi mengenai:

1. keaslian dan kebenaran dokumen Un-
derlying Transaksi sebagaimana dimak-
sud pada huruf a; dan

2. penggunaan dokumen Underlying Tran-
saksi untuk penjualan valuta asing ter-
hadap Rupiah paling banyak sebesar
nominal Underlying Transaksi dalam
sistem perbankan di Indonesia;

3. sumber dana, jumlah penjualan, dan
waktu penerimaan valuta asing, dalam
hal dokumen Underlying Transaksi seb-

agaimana dimaksud pada huruf a beru-
pa perkiraan. 3

(3) Dalam hal Nasabah melakukan pembe-
lian valuta asing terhadap Rupiah kepada
Bank paling banyak sebesar jumlah tertentu
(threshold) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Bank
wajib memastikan Nasabah menyampaikan
dokumen berupa pernyataan tertulis berma-
terai cukup atau pernyataan tertulis yang au-
thenticated dari Nasabah yang menyatakan
bahwa pembelian valuta asing terhadap Ru-
piah tidak lebih dari jumlah tertentu {(thresh-
old) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan Pasal b ayat {1) dalam sistem
perbankan di Indonesia.

(4} Dalam hal Nasabah melakukan penjualan
valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank
melalui transaksi forward atau option paling
banyak sebesar jumlah tertentu (threshold)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
{2}, tidak ada kewajiban bagi Nasabah untuk
menyampaikan dokumen. |,

(5} Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian
transaksi secara netting untuk Transaksi De-
rivatif pembelian valuta asing terhadap Ru-
piah paling banyak sebesar USD100,000.00
(seratus ribu dolar Amerika Serikat) seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),
Bank wajib memastikan Nasabah menyam-
paikan dokumen sebagaimana dimaksud-
pada ayat (1). :

(6) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian
transaksi secara netting untuk transaksi pen-
jualan valuta asing terhadap Rupiah melalu:
transaksi forward atau option paling banyak
sebesar USD1,000,000.00 (satu juta do-
lar Amerika Serikat) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2), Bank wajib memas-
tikan Nasabah menyampaikan dokumen seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut: ;
Pasal 13
{1) Bank memastikan Nasabah menyampaikan
dokumen Underlying Transaksi dan/atau do-
kumen pendukung Transaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah untuk setiap transaksi pada
tanggal transaksi.
(2} Dalam hal Bank telah mengetahui track record
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Nasabah dengan baik, dan Nasabah menyam-
paikan dokumen Underlying Transaksi yang
bersifat final, Bank dapat menerima dokumen
pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah yang disampaikan oleh Nasabah se-
cara berkala.

(3) Bank dapat menerima dokumen pendukung
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah beru-
pa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3} secara berkala.

{4) Dokumen Underlying Transaksi dan/atau do-
kumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Transaksi Spot wajib
diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal
valuta.

{5) Dokumen Underlying Transaksi dan/atau do-

| kumen pendukung sebagaimana- dimaksud
pada ayat (1) untuk Transaksi Derivatif waijib
diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima)
hari kerja setelah tanggal transaksi.

(6) Dalam hal Transaksi Derivatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) memiliki jatuh waktu
kurang dari 5 {lima) hari kerja setelah tanggal
transaksi maka dokumen Underlying Trans-
aksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi
Derivatif wajib diterima oleh Bank paling lam-
bat pada tanggal jatuh waktu.

(7) Penyampaian dokumen Underlying Transaksi
dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif
sampai dengan jumlah tertentu (threshold)
yang akan diselesaikan secara netting wajib
diterima oleh Bank paling lambat:

a. pada tanggal valuta dalam hal perpanjan-
gan transaksi (roll over), percepatan peny-
elesaian transaksi (early termination), dan
pengakhiran transaksi {unwind) dilakukan
melalui Transaksi Spot; :

. 5 (ima) hari kerja setelah tanggal trans-

aksi dalam hal perpanjangan transaksi (roll

- over}, percepatan penyelesaian transaksi

{early termination), dan pengakhiran tran-
saksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi
Derivatif; atau

c. pada tanggal jatuh waktu dalam hal per-
panjangan transaksi (roll over), percepatan
penyelesaian transaksi (early termination),
dan pengakhiran transaksi (unwind) dilaku-
kan melalui Transaksi Derivatif yang me-
miliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari
kerja setelah tanggal transaksi.

/PERATURAN PEMERINTAH

Pasal I
1. Transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah
oleh Nasabah kepada Bank yang telah dilakukan
sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini
tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/

PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terha-

dap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domes-

tik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 17/6/PB1/2015. -

2. Ketentuan mengenai sanksi kewajiban membayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan

Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara

Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

17/6/PBI/2015 untuk petanggaran atas keten-
tuan mengenai pembelian valuta asing terhadap

Rupiah sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia
Nomor 16/16/PBlj2014 tentang Transaksi
Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank
Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah di-
ubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomaor -
17/6/PBI/2015; dan

b. Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal
13 ayat {4) Peraturan Bank Indonesia ini,

mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015, khu-

sus untuk pembelian valuta asing terhadap Rupi-
ah melalui Transaksi Spot dengan jumlah di atas

USD25,000.00 {dua puluh lima ribu dolar Ameri-

ka Serikat) sampai dengan USD100.000,00 (se-

ratus ribu dolar Amerika Serikat).
3. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015
GUBERNUR BANK INDONESIA,
: tid. x
AGUS D. W. MARTOWARDOJO \

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015
45
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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
‘ ttd.
YASONNA H. LAQLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 201

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/ 13 /PBI/2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK

INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP

RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

I

UMUM

Perkembangan terkini kondisi pasar valuta
asing domestik menimbulkan tantangan terha-
dap upaya mencapai dan memelihara kestabilan
nilai Rupiah. Salah satu tantangan yang muncul
adalah tingginya permintaan masyarakat terha-
dap valuta asing untuk kegiatan yang tidak ter-
kait secara langsung dengan kegiatan perdagan-
gan dan investasi. Tantangan ini menyebabkan
diperlukannya kebijakan di pasar valuta asing do-
mestik yang bersifat proaktif, untuk mendcrong
permintaan valuta asing yang sehat dan tetap
memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendu-
kung aktivitas ekonomi.

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu
melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan
terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik.

PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Angka 1
Pasal 4
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 6
Cukup jelas.
Angka 3
+Pasal 12
Avyat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dokumen Underlying

Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen
yang tidak akan mengalami perubahan dalam
hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutu-
hannya. ‘

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha
selain Bank, yang dimaksud dengan “pihak yang
berwenang” adalah pejabat yang mewakili badan
usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat
yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan,
yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang”
adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.
Avyat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen Underly-
ing Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen
yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal
jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutubhannya.
Huruf b

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha
selain Bank, yang dimaksud dengan "pihak yang
berwenang” adalah. pejabat yang mewakili badan
usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pe-
jabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat
kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan,
yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang”
adalah dirinya sendiri atau pihak yarig diberi kuasa.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pernyataan yang
authenticated” adalah pernyataan yang telah di-
verifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara
sistem.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal I

Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5736
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